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PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN ANAK
UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas 11 Madiun)

Abstrak

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan
pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum
sosiologis dan dapat dikatakan dengan penelitian lapangan. Mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud
untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Standart
Operasional Prosedur ini akan membantu instansi pemerintah ataupun perusahaan untuk
mencapai tujuannya, dalam mencapai suatu tujuan, instansi pemerintah atau perusahaan
akan memberikan sebuah rancangan berupa SOP yang akan menjadi sebuah acuan atau
pedoman bagi karyawan untuk melakukan tugasnya serta untuk meminimalisir
kesalahan dalam melakukan tugas dalam masing-masing karyawan. Pelaksanaan
bimbingan terhadap klien anak, pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
wajib melaksanakan pembimbingan klien terhadap anak dengan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program bimbingan. Dalam hal ini semua
pelaksanaan program harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) supaya
semua aktivitas yang dilakukan terkontrol secara sistematis.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Bimbingan Klien Anak, Pembebasan Bersyarat.
Abstract

The Correctional Center (BAPAS) has the task and function of carrying out some of the
main tasks of the Director General of Corrections in providing guidance to correctional
clients in the regions. The type of research used in this research is empirical juridical or
in other words the type of sociological legal research and can be said to be field
research. Reviewing the applicable legal provisions and what is happening in reality in
the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. Standard
Operational Procedures will help government agencies or companies to achieve their
goals, in achieving a goal, a government agency or company will provide a design in
the form of an SOP which will become a reference or guideline for employees to carry
out their duties and to minimize errors in carrying out tasks in each. -each employee.
Implementation of guidance to child clients, the Correctional Center community
supervisor is obliged to carry out client guidance to children through planning,
implementing, and controlling the activities of the guidance program. In this case, all
program implementation must be in accordance with Standard Operating Procedures
(SOP) so that all activities carried out are controlled systematically.

Keywords: Correctional Center, Child Client Guidance, parole.

1. PENDAHULUAN
Anak yang memiliki posisi sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki tempat dan perhatian
khusus dari pemerintah, dalam rangka untuk pembinaan anak dalam mewujudkan sumber daya manusia

yang tangguh dan berkualitas. Berkaitan dengan adanya pembinaan dan pemberian perhatian kepada
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anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.
Sarana dan prasarana yang dimaksud tersebut tentunya menyangkut kepentingan anak maupun yang
menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke
pengadilan.

Sikap dan karakter anak yang masih dalam tahap mencari jati diri, terkadang mudah
terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada disekitarnya. Seringkali beberapa anak yang
mempunyai lingkungan yang kurang baik dapat terpengaruh dengan tindakan yang melanggar hukum
dan begitu sebaliknya. Menurut Bartollas, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang
karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku delinquency, yaitu faktor umur (anak
yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa
kurang dihargai), school performance (bermasalah disekolah dengan tingkah lakunya, membolos),
home adjustment (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan,
minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan
teman sebaya.

Berdasarkan hal tersebut ketika seorang anak melakukan tindakan melanggar hukum kemudian
anak tersebut dijatuhi hukuman pidana, maka anak tersebut akan menjalankan masa pidananya di dalam
penjara. Tetapi, pidana penjara sangat mempengaruhi perkembangan sikap, mental, karakter dan jiwa
seorang anak. Selama seorang anak menjalani masa pidananya, anak akan mengalami kehilangan
kepercayaan diri dan identitas diri. Untuk mengatasi hal tersebut ada salah satu unit di luar Lembaga
Pemasyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai
Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal
1 Angka 24, bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan
pendampingan. Kemudian tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan pada Pasal 8 Ayat (1) dijelaskan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional

penegak hukum, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian dari anggota

yang bertugas di pemasyarakatan juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak
hukum lainnya. Bapas juga telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah
rekomendasi kepada penegak hukum.

Menurut Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota, Jawa Timur yang termuat dalam Media Cetak
Elektronik Republika.co.id, menjelaskan bahwa berdasarkan Data Satuan Reskrim Polres Madiun Kota
tercatat 14 kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur pada Januari hingga awal Juli 2020.
Kasus tersebut terdiri dari empat anak menjadi korban pencabulan dan dua pelaku pencabulan.
Kemudian, delapan anak terlibat kasus pencurian, dan satu anak terlibat kasus penganiayaan. Hal
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tersbut dijelaskan peningkatan kasus kriminalitas melibatkan anak tersebut disebabkan banyak hal,
seperti dampak kemajuan teknologi hingga faktor ekonomi. Dalam penanganan kasus tersebut Polres
Madiun Kota bekerja sama secara langsung dengan BAPAS.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat betapa pentingnya fungsi control, bimbingan dan
peranan balai pemasyarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan seorang anak yang berstatus
sebagai seorang klien pemasyarakatan. Peranan balai pemasyarakatan melalui tugas pembimbing
kemasyarakatan terhadap klien anak sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan
proses pembinaan, untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik, Kembali ke
masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dengan ini rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah apakah pelaksanaan
bimbingan yang diberikan terhadap klien anak sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku? dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan kelas 11 Madiun
dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak? Serta upaya apa yang akan dilakukan BAPAS
Kelas Il Madiun dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan klien anak untuk memperoleh

pembebasan bersyarat?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain jenis
penelitian hukum sosiologis dan dapat dikatakan dengan penelitian lapangan. Mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini memerlukan data-data
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Data Primer sebagai
informasi dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan
informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Kepala BAPAS kelas Il
Madiun, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Kepala Kasubi Bimkemas, dan Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) dan Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa Bahan
Hukum primer, bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang memiliki sifat mengikat, yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku yangmengatur tentang permasalahan terkait.

Pengolahan data dilakukan terlebih dahulu pada data yang telah diperoleh baik primer maupun
sekunder, lalu kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan tersaji dalam bentuk deskripsi data
itu dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.
Analis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu Analisa berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya dikembangkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analis yang merupakan proses
pengambaran lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini akan diketahui Peran Balai

Pemasyarakatan.



3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Gambaran umum tentang Standart Operasional Prosedur di Balai Pemasyarakatan kelas
Il Madiun

Standart Operasional Prosedur ini akan membantu instansi pemerintah ataupun perusahaan untuk

mencapai tujuannya, dalam mencapai suatu tujuan, instansi pemerintah atau perusahaan akan

memberikan sebuah rancangan berupa SOP yang akan menjadi sebuah acuan atau pedoman bagi

karyawan untuk melakukan tugasnya serta untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan tugas

dalam masing-masing karyawan. Tujuan dari penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman

kerja supaya aktivitas perusahaan dapat terkontrol secara sistematis, dengan terkontrolnya aktivitas

target yangdi inginkan bisa tercapai dan terwujud secara maksimal.

Balai pemasyarakatan sebagai instansi Pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan terhadap klien pemasyarakatan juga mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP)
dalam menangani klien pemasyarakatan.

Standart Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan
bimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan besyarat sebanyak 8 (Delapan) SOP
yang menurut saya ini merupakan SOP utama dari petugas Balai pemasyarakatan yaitu Pembimbing
Kemasyarakatan yang mempunyai tugas dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas),
pembimbingan, pengawasan serta pendampingan terhadap klien anak. Adapun 8 (Delapan) SOP
tersebut yaitu:

a. SOP Penerimaan Klien Anak

b. SOP Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan

c. SOP Penelitian Kemasyarakatan

d. SOP Perencanaan Program Bimbingan Klien Anak

e. SOP Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak

f. SOP Pengawasan Klien Anak

g. SOP Pendampingan Klien Anak

h. SOP Pemberian Pembebasan Bersyarat

3.1.2 Implementasi Standart Operasional Prosedur Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 11

Madiun
Balai Pemasyarakatan Kelas 11 Madiun mempunyai ruang lingkup kerja yang meliputi Kota Madiun,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten

Pacitan. Klien anak yang mendapatkan bimbingan di BAPAS Kelas Il Madiun mendapatkan
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rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi® Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti
Bersyarat (CB), Pidana Pengawasan, Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT), Bimbingan Lanjutan,
Anak Asuh Pada Badan Sosial, Asimilasi.

BAPAS dapat melakukan proses bimbingan. Pembimbing Kemsyarakatan (PK) diberi tugas
oleh BAPAS untuk mendampingi anak selama proses bimbingan. Disini, Pembimbing Kemasyarakatan
harus menjelaskan mengenai:

a. Maksud dan tujuan pembimbingan yang dilakukan olen BAPAS

b. Hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama menjalaniprogram
bimbingan

c. Hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan klien anak untuk memperlancar proses bimbingan

BAPAS Kelas 1l Madiun mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan bimbingan terhadap
klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat, proses bimbingan klien anak ini biasanya
melakukan presensi kehadiran dalam bimbingan setiap satu bulan sekali, serta akan mendapatkan
bimbingan konseling jika membutuhkan, untuk mengetahui perkembangan klien anak selama menjalani
proses bimbingan ini. Dalam bimbingan keagamaan biasanya BAPAS Kelas Il Madiun meminta klien
anak untuk melakukan kegiatan sholat berjamaah serta menjadi muadzin dimasjid sekitar rumahnya
dengan di dampingi oleh pengurus masjid setempat. Bagi klien anak yang sudah dikeluarkan dari
sekolah, BAPAS Kelas Il Madiun mengupayakan sekaligus berkerjasama dengan SMA PSM Madiun
untuk memperoleh pendidikan secara formal.

Klien anak disini juga mendapatkan pelatihan kerja yang dimana pelatihan kerja tersebut
sebagai pengganti karena tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan terhadap anak tersebut. *°Maka
BAPAS Kelas Il Madiun bekerjasama dengan Politeknik Negeri Madiun untuk memberikan pelatihan
kerja berupa pengelasan besi, baja dan lain sebagainya. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) disini tidak
hanya menjalankan program bimbingan saja melainkan berwenang dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dengan cara bekerjasama dengan orang
tua serta lingkungan masyarakat di sekitar tempat klien anak tersebut agar orang tua serta masyarakat
bisa membantu mengingatkan klien anak untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidananya lagi.
Jika Kklien anak tersebut melakukan pelanggaran selama masa bimbingan dan pengawasan maka dapat
dikenakan sanksi berupa pencabutan pembebasan bersyarat.

Kasubsi Bidang Klien Anak yaitu Bapak Djaka Sutdjo menjelaskan dalam wawancara bahwa
implementasi Standar Operasional Prosedur dalam tugas pokok, fungsi serta peran BAPAS Kelas Il
Madiun sudah dilakukan cukup baik, dalam artian bahwa urian kegiatan yang tertera pada bagian
prosedur kegiatan cukup konsisten dengan pelaksanaanya di lapangan. Dengan ini penerapan SOP
pada BAPAS Kelas Il Madiun sudah cukup efektif, maka dari itu efektifitas SOP sebagai pedoman

atau sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta peran sebagai pembimbing
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kemasyarakatan sudah dirasa cukup baik, output dalam SOP dapat tercapai dengan cukup baik, namun
jika efektifitas pekerjaan dihubungkan dengann ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran
yang tersedia masih dianggap kurang, waktu yang ditentukanpun tidak efektif.

3.2 Pembahasan

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keefektivitasan sistem hukum tidak hanya pada seorang
penegak hukum, melainkan tergantung pada 3 sistem hukum yang mencakup tiga komponen yaitu
komponen Subtansi Hukum (Substance of The Law), Struktur Hukum (Structure of Law), dan Budaya
Hukum (Legal Culture). Teori Lawrence M. Friedman ini didasarkan pada perspektifnya yang bersifat
sosiologis (Sociological jurisprudence). Teori sitem hukum dari Lawrence M. Friedman ini peneliti
gunakan sebagai dasar dalam penelitian pada Peran dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1l Madiun dalam
melaksanakan tugasnya dalam membimbing klien anak untuk mendapatkan pembebasanbesryarat:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Djaka Sutjo selaku KASUBSI Bimbingan Klien
Anak, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam subtansi
hukum mengenai pelaksanaan bimbingan klien anak yaitu:** Sering terjadi pembaruan ataupun revisi
terhadap Undang-undang yang ada seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang syarat dan
tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi
narapidana dan anak dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang sebelumnya sudah direvisi pada
tahun 2020, sehingga dalam penanganan klien anak seringkali mengalami kesulitan dalam memilih
Undang-undang untuk dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas yang ada.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan
atau penegak hukum yang di dalamnya termasuk Kkinerja atau pelaksanaan hukum yang menentukan
bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Untuk mewujudkan keadilan yang baik, maka
diperlukannya suatu sikap atau kepribadian yangbaik pula dari keseluruhan penegak hukum.

Hambatan dalam struktur hukum menurut Nodya Wuri selaku Pembimbing Kemasyarakat Klien
Anak BAPAS Kelas Il Madiun dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah, Kurangnya SDM
yang dimiliki BAPAS Kelas Il Madiun, Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dalam bidang
psikologi untuk melakukan bimbingan. Adanya wabah covid-19, aparat penegak hukum seringkali
mengalami kesulitandalam pelaksanaan tugasnya.

Lawrence M. Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum, sebaik apapun struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik
apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang
bersangkutan dalam sistem dan masyarakat, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan
efektif karena budaya hukum ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat
sadar akan peraturan dan mau mematuhi, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun

sebaliknya jika masyarakat tidak mematuhi hukum akan menjadi faktor penghambat.
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Hambatan dalam budaya hukum menurut Nodya Wuri selaku Pembimbing Kemasyarakat Klien
Anak BAPAS Kelas Il Madiun dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah, Klien anak
yang seringkali tidak melakukan wajib lapor secara rutin ke BAPAS Kelas Il Madiun. Kurangnya
kesadaran hukum dari orang tua klien anak yang berakibat menyulitkan pihak BAPAS Kelas Il Madiun
dalam proses pemantuan klien anak. Sebagian masyarakat belum bisa menerima keberadaan terhadap
klien anak tersebutsesudah keluar dari Lapas/LPKA/Rutan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak, pembimbing kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan wajib melaksanakan pembimbingan klien terhadap anak dengan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program bimbingan. Dalam hal ini semua pelaksanaan
program harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) supaya semua aktivitas yang
dilakukan terkontrol secara sistematis.

Kedua, Adapun faktor penghambat yang dialami oleh BAPAS Kelas Il Madiun dalam
memberikan bimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah regulasi
yang dirasa selalu diubah-ubah yang menyebabkan terhambatnya pembimbing kemasyarakatan dalam
meilih acuan sebagai PK, jumlah SDM yang belum memadai, PK yang kurang ahli dalam psikologi,
klien anak yang kurang mampu yang tidak mempunyai handphone yang menyebabkan tidak bisa
melaksanakan bimbingan secara online, kesadaran hukum orang tua klien yang kurang paham dalam
hal bimbingan, dan masyarakat yang belum bisa menerima anak yang keluar dari Lapas/LPKA/Rutan.

Ketiga, BAPAS Kelas Il Madiun dalam mengatasi hambatan tersebut melakukan upaya dalam
hal ini diantaranya: dalam memilih undang-undang serta regulasi pembimbing kemasyarakatan
diharapkan lebih teliti lagi dalam memilih undang-undang sebagai dasar acuan dalam proses
pembimbingan klien anak, jumlah PK yang kurang dapat ditambah dan dilakukan pelatihan konseling
oleh PK agar proses bimbingan konseling menjadi lancar, dan BAPAS Kelas Il Madiun berupaya
memberikan sosialisasi tentang Peran BAPAS dalam pembimbingan klien anak yang mendapatkan
pembebasan bersyarat agar masyarakat tidak khawatir kepada anak jika mereka melakukan tindak
pidananya lagi.

4.2 Saran

Pertama, BAPAS Kelas Il Madiun diharapkan dalam memberikan bimbingan terhadap klien
anak sudah sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ditetapkan yang sesuai dengan kebutuhan
klien anak agar proses bimbingan sesuai dengan kebutuhan klien anak tersebut.

Kedua, Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan diharapkan melakukan inovasi dan kreatifitas
dalam memberikan bimbingan kepada klien anak serta meningkatkan kinerja sebagai pembimbing

dalam pemberian bimbingan terhadap klien anak dengan mengikuti pelatihan- pelatihan skill yang
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belum dikuasai seperti halnya dalam bidang psikologi. Agar pelaksanaan bimbingan anak berjalan
dengan lancar.

Ketiga, Penulis berharap BAPAS Kelas Il Madiun mensosialisasikan peran BAPAS di
lingkungan masyarakat dan keluarga klien tentang pemberian bimbingan terhadap klien anak yang
memperoleh pembebasan bersyarat agar masyarakat dan keluarga memahami maksud dan tujuan

bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan.
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